GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 2187 /XII/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
16 ayat 1 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
perlu Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Catatan :

* UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSTE

* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code




.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan kedua atas undang-undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundangan-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856)

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Catatan :

* UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSTE

* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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S. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintahan
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan
Paraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

1N Paratiiran NMantari Nalarm Nacdari NAarmar OO

«UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."'
* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSTE
* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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13.

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

e m]  Catatan :

1y

* UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSTE
* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

“4-
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman  Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2027, dengan susunan tim
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU yakni
menyusun Rancangan Awal, serta Rancangan
Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027.

Dalam pelaksanaan tugas, Tim tersebut
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan melalui DPA Bidang
Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi

DaoarmhAancriirman MNaaorath RaAdAAn Davnﬁnnﬂnnv‘l
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Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

Anggaran 2026 pada Sub Kegiatan
5.01.02.1.01.06 Koordinasi Penyusunan dan
Penetapan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi.

KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat
sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Apabila terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 30 Desember 2025
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Ditandatangani Secara Elektronik

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Dirjen Bina
Pembangunan Darah;

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan;

3. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan .

Catatan :

* UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSTE

* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code




LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI
SELATAN

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2027

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2027

[. Pengarah

II. Penanggung Jawab

III. Ketua Tim

IV. Wakil Ketua

V. Sekretaris

VI. Tim Pembina Pusat :

VII. Tim Ahli

1l Fer

e m]  Catatan :

: Gubernur Sulawesi Selatan

: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan

: Sekretaris Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan

: Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan
Informasi Pembangunan Daerah Ditjen

Bina Bangda

2. Direktur Pengembangan Wilayah

Bappenas

3. Kepala Subdirektorat Perencanaan
dan Evaluasi Wil. III Ditjen Bina
Bangda

:1. Tenaga Ahli Khusus Gubernur

2. Tenaga Ahli Khusus Wakil Gubernur

3. Tim Supervisi dan Sinkronisasi
Pengendalian Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan

* UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSTE
* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



VIII. Kelompok Kerja
A. TAPD

—

. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan

2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan

3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pelaporan
Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan

4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan
Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan

5. Kepala Sub Bidang Peraturan Pendapatan
Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan

6. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Badan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan

7. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran
Daerah Wilayah I Badan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

8. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran
Daerah Wilayah II Badan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

B. Bidang : 1. Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan

Sumber Daya Alam :

a. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber
Daya Alam Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengemangan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan (Ketua Bidang)

b. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura
dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan

c. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Sulawesi Selatan

d. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan

e. Kepala Dinas Kebudayaan dan

T7 - o -t t 4 . T ___ N1ty

Catatan :

* UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSTE

* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

T [=]
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f. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

g. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan

h. Kepala  Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan  Sekretariat
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

i. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sulawesi Selatan

j- Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Sulawesi Selatan

k. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi

Selatan
1. Ir. Anwar Madani, M.Si
m. A. Ikhsan Natsir, SP
n. Andi Astuty, SP, MM
o. A. Dipa Rahayu, SP, M.Si
p. Suardi Syamsir, S. Kom
q. Zakiah Safrianah, S.Pi
r. Ita Purmalasari, S.STP., M.A.P
s. Taufiq Anshari Rasak, S.STP

Adhyatmaja, S.STP
u. Andi Nurmalasari, S.STP
v. Yanuar Fahd, ST, M.Si
w. Syardi Syarifuddin, SE
xX. Andi Baso Aras, S.T.

2. Kelompok Kerja Bidang Infrastruktur dan

Kewilayahan:

a. Kepala Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan (Ketua Bidang)
b. Kepala Dinas Perhubungan  Provinsi

Sulawesi Selatan

ierom Catatan :

P+ o UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSTE
* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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c. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Sulawesi Selatan

d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi
Selatan

e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

f. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah  Provinsi Sulawesi
Selatan

g. Muh.Makbul Anshari A, ST, M.Si

h. Mohammad Nazar Akbar, ST

i. Evi Silviana Putri, SE, M.M

Ariany Rofaidah, ST, MSi

k. Ika Mariescha M. Tanro, ST

—.

l. Anna Buana Syamson, S.Hut, M.Si
m. Sri Agustiati Bachtiar, S.Pi, M.Si

n. Nurwira Rahayu Mubar, ST, M.Si

o. Sahruddin, S.Sos

p. Hj. Andi Asriany, ST, M.Si

q. Zilvia Ekarya, S.STP

r. Andi Indria Sakinah Shahnasz, S.KM

s. Sigit Prabowo, SE

3. Kelompok Kerja Bidang Penelitian dan

Pengembangan Daerah:

a. Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan (Ketua Bidang)

b. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

c. Kepala Biro Organisasi Sekretariat
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

d. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Selatan

e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

~ 1 o~ 1

ierom Catatan :

P+ o UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSTE
* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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f. Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan

g. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Selatan

h. Ir. Henny Anggriyani Rachim, M.Si

i. Idawati, SE, M.Si

j- M. Dahlan, S.Sos

k. Imran Nur, S.IP, M.Si

l. Andi Mulyani., S.Pt.M.Tr.A.P
m. Waode Syarifah Kasmia, S.IP
n. Nelly, S.Kom

o. Muh. Alwi, ST

p. Abdullah B.

q. Nengsih Syarifuddin, S.Kom
r. Muhammad Sukri, S.PWK

4. Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan
dan Pembangunan Manusia:

a. Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan (Ketua Bidang)

b. Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Selatan

d. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi
Selatan

e. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Sulawesi Selatan

f. Kepala Dinas Sosial  Provinsi Sulawesi
Selatan

g. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan

h. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan

i. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

oo [m  Catatan :

# « UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSTE
* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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j- Kepala  DinasTenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan

k. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan

l. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan

m. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah  Provinsi Sulawesi
Selatan

n. Kepala  Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan

o. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

p. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak,Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sulawesi Selatan

q. M. Ilyas M, SH, M.Si

r. Reza Eggy Pandevi, S.STP, MM

s. Ir. Zaitun, M.Si

t. Ir. Suciati Sapta Margani, M.Si

u. Farida Kartini Aminuddin, S.STP, M.Si

v. Muh. Praja Utama Pallawarukka, S.IP

w. Hunain, S

xX. Kasriani, S.Kom

y. M. Ahsan Al Amin Rahim, S.STP

aa. Artha Kusuma Catur Hutama, SM

bb. Wahyu Rezky Ananda, SE

IX. Tugas dan Tanggungjawab Tim:
a. pengarah

Bertanggungjawab memberikan pengarahan dalam
menentukan tujuan dan  sasaran, kebijakan, target
pembangunan serta substansi pokok naskah Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027.

ierom Catatan :

P+ o UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSTE
* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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b. kelompok kerja

Bertugas dan Dbertanggungjawab dalam penyusunan
rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2027 menjadi Peraturan Gubernur

dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada
Gubernur.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Ditandatangani Secara Elektronik

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Catatan :

* UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code
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